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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis moderasi beragama sebagai instrumen soft power
Kementerian Agama dalam menjaga stabilitas keagamaan nasional di Indonesia. Pendekatan
yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan
analisis kebijakan. Data diperoleh dari dokumen resmi Kementerian Agama Republik
Indonesia, buku, dan artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan model
interaktif Miles, Huberman, dan Saldafia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi
beragama tidak hanya berfungsi sebagai program kebijakan keagamaan, tetapi juga sebagai
instrumen strategis negara dalam membangun citra Islam moderat melalui pendekatan nilai,
kebijakan, dan institusi. Dalam perspektif soft power Joseph Nye, moderasi beragama bekerja
melalui daya tarik nilai-nilai Islam wasathiyah yang mencakup komitmen kebangsaan,
toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Implementasi moderasi
beragama terlihat pada sektor pendidikan, masyarakat, dan ruang digital yang berkontribusi
terhadap penguatan stabilitas keagamaan nasional. Namun demikian, penelitian ini juga
menemukan adanya tantangan berupa resistensi kultural, fragmentasi otoritas keagamaan,
dan pengaruh media sosial yang mempercepat penyebaran narasi ekstrem. Dengan demikian,
moderasi beragama dapat disimpulkan sebagai bentuk state-led soft power Kementerian
Agama dalam menjaga harmoni sosial dan stabilitas keagamaan di Indonesia.

Kata Kunci: noderasi beragama, soft power, Kementerian Agama, stabilitas keagamaan, kebijakan

publik.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu moderasi beragama menjadi salah satu agenda
strategis dalam pembangunan kehidupan beragama di Indonesia. Pemerintah melalui
Kementerian Agama Republik Indonesia menempatkan moderasi beragama sebagai
instrumen kebijakan utama untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan
stabilitas sosial-keagamaan. Moderasi beragama tidak hanya dipahami sebagai konsep
teologis, tetapi juga sebagai strategi kebijakan publik yang berfungsi mengelola keragaman
dan mencegah munculnya ekstremisme dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif kebijakan,
moderasi beragama dapat dibaca sebagai bentuk soft power negara dalam membangun
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harmoni sosial berbasis nilai keagamaan yang inklusif (Nye, 2004; Kementerian Agama RI,
2019).

Indonesia sebagai negara dengan tingkat pluralitas agama, etnis, dan budaya yang tinggi
menghadapi tantangan serius dalam menjaga kohesi sosial. Laporan berbagai lembaga
menunjukkan bahwa potensi intoleransi dan radikalisme masih menjadi isu yang perlu
direspons secara sistematis melalui pendekatan pendidikan, kebijakan, dan dakwah moderat.
Dalam konteks ini, Kementerian Agama berperan sebagai aktor utama dalam
mengarusutamakan nilai moderasi beragama melalui berbagai program, seperti penguatan
kurikulum madrasah, pelatihan penyuluh agama, serta penguatan literasi digital keagamaan
(Kementerian Agama RI, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas moderasi beragama dari berbagai
perspektif. Misalnya, penelitian Abidin (2020) menyoroti moderasi beragama sebagai strategi
deradikalisasi berbasis pendidikan Islam. Sementara itu, Suryadi (2021) menekankan
pentingnya peran lembaga pendidikan dalam internalisasi nilai moderasi. Penelitian lain oleh
Huda dan Rahman (2022) menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama masih
menghadapi tantangan berupa resistensi kultural dan pemahaman tekstual keagamaan yang
sempit. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek implementatif
di tingkat mikro, seperti sekolah atau komunitas, belum banyak yang menempatkan
Kementerian Agama sebagai aktor soft power negara dalam kerangka kebijakan strategis

nasional.

Di sisi lain, konsep soft power yang diperkenalkan oleh Joseph S. Nye (2004)
menjelaskan bahwa kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau
ekonomi (hard power), tetapi juga kemampuan mempengaruhi melalui nilai, budaya, dan
legitimasi moral. Dalam konteks ini, moderasi beragama dapat diposisikan sebagai instrumen
soft power Kementerian Agama dalam membangun citra Islam moderat Indonesia sekaligus
menjaga stabilitas keagamaan nasional. Pendekatan ini menjadi penting karena Indonesia
berupaya mempromosikan Islam wasathiyah sebagai model Islam yang damai di tingkat
global.

Namun demikian, terdapat gap penelitian yang signifikan dalam kajian-kajian
sebelumnya. Pertama, masih terbatasnya studi yang mengintegrasikan moderasi beragama
dengan teori soft power dalam konteks kebijakan negara. Kedua, belum banyak penelitian
yang secara kritis menganalisis peran Kementerian Agama sebagai aktor kebijakan yang tidak
hanya bersifat administratif, tetapi juga ideologis dan strategis dalam membangun stabilitas
keagamaan nasional. Ketiga, kajian yang ada cenderung deskriptif dan belum banyak yang
menggunakan pendekatan analisis kebijakan berbasis teori hubungan internasional dan
governance keagamaan secara integratif.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan
memposisikan moderasi beragama sebagai instrumen soft power Kementerian Agama dalam
menjaga stabilitas keagamaan nasional. Penelitian ini tidak hanya melihat moderasi beragama
sebagai program teknis, tetapi sebagai strategi negara dalam membangun legitimasi moral,
harmoni sosial, dan stabilitas ideologis dalam masyarakat multikultural.
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Penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori utama. Pertama, teori soft power
dari Joseph S. Nye (2004) yang menyatakan bahwa kekuatan suatu negara terletak pada
kemampuan membentuk preferensi pihak lain melalui daya tarik budaya, nilai politik, dan
kebijakan yang dianggap sah dan moral. Dalam konteks ini, moderasi beragama dipahami
sebagai nilai yang memiliki daya tarik normatif untuk membangun harmoni sosial.

Kedua, teori moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI
(2019) yang menckankan empat indikator utama, yaitu: (1) komitmen kebangsaan, (2)
toleransi, (3) anti-kekerasan, dan (4) akomodatif terhadap budaya lokal. Keempat indikator
ini menjadi basis operasional dalam mengukur implementasi moderasi beragama di berbagai
lini kehidupan masyarakat.

Ketiga, teori governance keagamaan (religious governance) yang menjelaskan peran
negara dalam mengatur, mengelola, dan mengarahkan ekspresi keagamaan dalam ruang
publik secara inklusif dan moderat (Foucault, 1991; Asad, 2003). Dalam perspektif ini,
Kementerian Agama berfungsi sebagai aktor regulatif sekaligus fasilitatif dalam menjaga
keseimbangan antara kebebasan beragama dan stabilitas sosial.

Dengan mengintegrasikan ketiga teoti tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis
moderasi beragama tidak hanya sebagai kebijakan internal Kementerian Agama, tetapi
sebagai instrumen soft power negara dalam menjaga stabilitas keagamaan nasional di tengah
dinamika globalisasi dan digitalisasi agama

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan
(library research) yang dipadukan dengan analisis kebijakan (policy analysis approach).
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur variabel secara
statistik, melainkan memahami secara mendalam makna, arah, dan implikasi kebijakan
moderasi beragama sebagai instrumen soft power Kementerian Agama dalam menjaga
stabilitas keagamaan nasional. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan
pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan menafsirkan makna suatu fenomena
sosial secara holistik berdasarkan data naratif dan dokumen.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai
literatur ilmiah, seperti dokumen resmi Kementerian Agama Republik Indonesia terkait
program moderasi beragama, buku-buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional,
serta laporan kebijakan yang relevan dengan isu moderasi beragama, stabilitas sosial-
keagamaan, dan konsep soft power. Dokumen utama yang menjadi rujukan penting antara
lain publikasi Kementerian Agama RI (2019, 2020, 2021) yang menjelaskan arah kebijakan
dan implementasi moderasi beragama di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (document analysis),
yaitu dengan menelaah secara sistematis berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan
fokus penelitian. Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen merupakan metode
yang efektif untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap kebijakan, program, dan
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konteks sosial yang melingkupinya melalui interpretasi isi dokumen secara kritis dan
sistematis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles,
Huberman, dan Saldafia (2014) yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan
memfokuskan data yang berkaitan dengan moderasi beragama sebagai instrumen soft power.
Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk wuraian naratif yang terstruktur untuk
menggambarkan peran Kementerian Agama dalam membangun stabilitas keagamaan
nasional. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif dengan
menghubungkan temuan penelitian dengan teori soft power dan kebijakan publik.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan
triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai referensi
seperti dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan buku akademik agar diperoleh data yang valid dan
konsisten. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan beberapa
perspektif, terutama teori soft power oleh Nye (2004) dan teori kebijakan publik oleh Dye
(2017), untuk memperkuat analisis dan interpretasi data.

Secara metodologis, penelitian ini berpijak pada pendekatan analisis kebijakan yang
bersifat interpretatif, dengan tujuan memahami bagaimana moderasi beragama tidak hanya
berfungsi sebagai program teknis, tetapi juga sebagai strategi negara dalam membangun
pengaruh moral dan sosial melalui pendekatan soft power. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam kajian kebijakan keagamaan
dan hubungan antara negara, agama, dan masyarakat di Indonesia..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama yang dikembangkan oleh
Kementerian Agama Republik Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai program internal
kelembagaan, tetapi telah bertransformasi menjadi instrumen soft power negara dalam
mengelola kehidupan keagamaan. Dalam perspektif Nye (2004), soft power bekerja melalui
daya tarik nilai, legitimasi moral, dan kemampuan mempengaruhi tanpa kekerasan. Dalam
konteks ini, moderasi beragama menjadi medium strategis yang membentuk persepsi positif
terhadap Islam Indonesia yang damai, toleran, dan inklusif, baik di tingkat nasional maupun

global.

Kementerian Agama melalui berbagai kebijakan seperti penguatan Kurikulum
Moderasi Beragama, pelatihan penyuluh agama, serta integrasi nilai moderasi dalam
pendidikan madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam, menunjukkan adanya desain
kebijakan yang bersifat value-driven policy. Kebijakan ini tidak hanya mengatur aspek
administratif, tetapi juga membentuk orientasi ideologis keagamaan masyarakat agar lebih
moderat dan adaptif terhadap keberagaman.

Implementasi moderasi beragama terlihat dalam tiga ranah utama, yaitu pendidikan,
masyarakat, dan ruang digital. Pada ranah pendidikan, Kementerian Agama mengintegrasikan
nilai moderasi ke dalam kurikulum madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri.
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Tujuannya adalah membentuk generasi yang memiliki komitmen kebangsaan, toleransi, anti-
kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal.

Pada ranah masyarakat, penyuluh agama dan tokoh agama berperan sebagai agen social
engineering yang menyebarkan narasi Islam moderat. Program ini memperkuat stabilitas
sosial dengan mengurangi potensi konflik berbasis agama. Sementara itu, pada ranah digital,
Kementerian Agama merespons tantangan radikalisme daring melalui literasi digital
keagamaan dan kontra-narasi terhadap paham ekstremisme.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan ini berkontribusi signifikan terhadap
stabilitas keagamaan nasional, terutama dalam meredam potensi konflik horizontal berbasis
identitas agama di berbagai daerah di Indonesia.

Jika dianalisis menggunakan teori soft power Nye (2004), moderasi beragama memiliki
tiga dimensi utama. Pertama, dimensi nilai (values), yaitu Islam wasathiyah sebagai nilai inti
yang diusung Kementerian Agama. Nilai ini menciptakan daya tarik moral yang kuat dalam
membangun citra Islam Indonesia yang damai.

Kedua, dimensi kebijakan (policies), yaitu kebijakan negara yang mendukung
penguatan moderasi melalui regulasi pendidikan, dakwah, dan penguatan kelembagaan
keagamaan. Kebijakan ini memperkuat legitimasi negara dalam mengelola keberagaman

agama.

Ketiga, dimensi institusi (institutions), yaitu peran Kementerian Agama sebagai aktor
utama dalam orkestrasi kebijakan moderasi beragama. Institusi ini berfungsi sebagai policy
broker yang menjembatani negara, agama, dan masyarakat.

Namun demikian, secara kritis dapat dilihat bahwa implementasi soft power ini masih
menghadapi tantangan berupa resistensi kultural dan interpretasi keagamaan yang beragam
di tingkat akar rumput. Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai moderasi tidak
selalu berjalan linear, tetapi dipengaruhi oleh konteks sosial dan otoritas keagamaan lokal.

Hasil kajian juga menunjukkan beberapa tantangan dalam implementasi moderasi
beragama. Pertama, adanya kesenjangan pemahaman antara konsep moderasi beragama di
tingkat kebijakan dengan praktik di masyarakat. Sebagian kelompok masih memandang
moderasi sebagai proyek negara yang bersifat top-down, sehingga tingkat penerimaannya

bervariasi.

Kedua, pengaruh media sosial yang mempercepat penyebaran narasi keagamaan
ekstrem menjadi tantangan serius dalam menjaga stabilitas keagamaan. Informasi keagamaan
yang tidak terverifikasi sering kali lebih cepat diterima dibandingkan narasi moderat yang
disampaikan secara formal.

Ketiga, adanya fragmentasi otoritas keagamaan menyebabkan tidak semua aktor
keagamaan memiliki visi yang sama terhadap moderasi beragama. Hal ini berdampak pada
kurang optimalnya harmonisasi pesan moderasi di tingkat masyarakat.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, secara keseluruhan moderasi beragama
telah berkontribusi positif terhadap stabilitas keagamaan nasional. Pendekatan ini berhasil
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menciptakan ruang dialog antarumat beragama yang lebih terbuka serta memperkuat kohesi
sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Dalam kerangka governance keagamaan, Kementerian Agama berperan sebagai aktor
yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memfasilitasi dan mengarahkan ekosistem
keberagamaan yang inklusif. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai
bentuk state-led soft power yang berorientasi pada stabilitas sosial, integrasi nasional, dan
penguatan identitas Islam Indonesia yang moderat di tingkat global.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama
merupakan instrumen strategis soft power Kementerian Agama dalam membangun stabilitas
keagamaan nasional. Melalui integrasi kebijakan pendidikan, dakwah, dan literasi digital,
Kementerian Agama berhasil membentuk ckosistem keberagamaan yang lebih moderat,
meskipun masih dihadapkan pada tantangan implementasi di tingkat akar rumput dan ruang
digital. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai program
kebijakan, tetapi juga sebagai strategi ideologis negara dalam mengelola keberagaman dan
memperkuat kohesi sosial di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa moderasi beragama yang dikembangkan oleh
Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan bentuk strategis dari soft power negara
dalam mengelola kehidupan keagamaan yang majemuk di Indonesia. Moderasi beragama
tidak hanya berfungsi sebagai program kebijakan teknis, tetapi juga sebagai instrumen
ideologis dan kultural yang bertujuan membentuk persepsi, sikap, dan perilaku keagamaan
yang inklusif, toleran, dan adaptif terhadap keberagaman.

Dalam perspektif teori soft power (Nye, 2004), moderasi beragama bekerja melalui
daya tarik nilai, legitimasi kebijakan, dan penguatan institusi keagamaan yang dimiliki oleh
Kementerian Agama. Nilai-nilai seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan
akomodatif terhadap budaya lokal menjadi fondasi utama dalam membangun stabilitas
keagamaan nasional. Melalui integrasi kebijakan di bidang pendidikan, dakwah, dan ruang
digital, Kementerian Agama berhasil membentuk ekosistem keberagamaan yang lebih
moderat.

Namun demikian, implementasi moderasi beragama masih menghadapi sejumlah
tantangan, seperti resistensi kultural di tingkat masyarakat, fragmentasi otoritas keagamaan,
serta pengaruh media digital yang mempercepat penyebaran narasi ekstrem. Kondisi ini
menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi tidak bersifat linier, tetapi dipengaruhi oleh
konteks sosial, budaya, dan dinamika informasi di ruang publik.

Meskipun demikian, secara umum moderasi beragama telah memberikan kontribusi
positif terhadap penguatan stabilitas keagamaan nasional. Kementerian Agama melalui
pendekatan soft power berhasil memainkan peran sebagai aktor utama dalam menjaga
harmoni sosial dan memperkuat citra Islam Indonesia yang damai di tingkat global. Dengan
demikian, moderasi beragama dapat dipandang sebagai strategi kebijakan jangka panjang
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yang penting dalam menjaga integrasi sosial dan stabilitas nasional di tengah keberagaman
masyarakat Indonesia.
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